
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR;!iTAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM 
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas 
Pelayanan Kebersihan; 

Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 

,1 Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2Q03 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4347); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daserah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2023 Nomor 2); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2024 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
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4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati 
dibidang Perpajakan atau Retribusi sesuai Peraturan 
Perundang- undangan yang berlaku. 

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 

6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ataudiberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

7. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat 
TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari 
Lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA. 

8. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah tempat untuk menampung, mengelola dan 
memusnahkan sampah. 

9. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah 
padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi a tau badan 
yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan 
non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan 
biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya. 

10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi 
PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, 
Badan U saha Milik Negara a tau Dae rah dengan nama dan 
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, 
Yayasan atauOrganisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, 
Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya. 

11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

12. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan 
persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 

14. Surat Ketetapan Reribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya 
jumlahretribusi yang terhutang. 

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang
undangan Retribusi Daerah. 

1 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerin tah Kabu paten Ogan Komring 
UluTimur. 
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BAB II 
NAMA, OBJ EK DAN SUBJ EK RETRIBUSI PE LAY ANAN 

KEBE RSI HAN 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi 
atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten. 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi meliputi: 
a. pengambilan dan pengangkutan Sampah dari sumber ke TPA; 
b. pengam bilan dan pengangku tan Sam pah dari TPS sam pai 

TPA; 
c. peyediaan TPA; dan 
d. pengolahan dan atau pemusnahan Sampah di TPA. 

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 
a. pelayanan kebersihanjalan umum; dan 
b. pelayanan kebersihan taman ruang tempat umum. 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang 
mendapat pelayanan persampahan / ke bersihan. 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

PasalS 

Retribusi Pelayanan Kebersihan digolongkan sebagai RetribusiJasa 
Umum. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal6 

(l)Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis atau 
volume Sampah. 

(2)Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Sampah organik dan nonorganik berbahaya dan tidak 
berbahaya. 

(3) Dalam hal volume Sampah sulit diukur, maka volume Sampah 
dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara 
lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, 
perdagangan dan industri. 
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BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF 

Pasa1 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besarannya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya 
penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan 
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. biaya pengumpulan; 
b. biaya pengangkutan; 
c. biaya pemusnahan/pengolahan Sampah; 
d. biaya penyediaan lokasi TPA; dan 
e. biaya operasiona1 dan pemeliharaan. 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF 

Pasa18 

( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang 
diberikan, jenis serta volume Sampah yang dihasilkan dan 
kemampuan masyarakat. 

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: 
a.pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan 

Sampah rumah tangga: 
1. luas bangunan 0 sampai dengan 71 M2 :Rp. 750,-/bulan; 
2. luas bangunan sampai dengan 150 M2 :Rp.1.250,

/bulan; 
3. luas bangunan sampai dengan 300 M2 :Rp.2.000,

/bulan;dan 
4. luas bangunan lebih dari 300 M2 :Rp.3.000,-

/bulan. 
b. pengambilan, pengangku tan, pengolahan dan pemusnahan 

Sampah perdagangan antara lain pertokoan, rumah makan 
dan sejenisnya: 
1. kecil, volume Sampah sampai dengan 0,51 M3 /hari 

Rp.10.000,-/bulan; 
2. sedang, volume Sampah sampai dengan 0,75 M3 /hari 

Rp.15.000,-/bulan; dan 
3. sedang, volume Sampah lebih dari 0,75 M3 /hari : 

Rp.25.000,-/bulan. 
c. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan 

Sampah industri antara lain: 
1. kecil, volume Sampah sampai dengan 0,51 M3 / hari 

Rp.20.000,-/bulan; 
2. sedang, volume Sampah sampai dengan 0,75 M3 / hari 

Rp.25.000,-/ bulan; dan 
3. sedang, volume Sampah lebih dari 0,75 M3 /hari 

Rp.35.000,-/bulan. 
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BAB VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten 
tempat pelayanan diberikan. 

BAB VIII 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB IX 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Pasal 11 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 12 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 
sekaligus dimuka. 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran 
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

(3) Hasil pungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah 
yang harus disetorkan ke Kas Daerah. 

BABX 
PENAGIHAN 

Pasal 13 

(1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
dikeluarkan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tangal jatuh tempo 
pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis 
disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang 
terutang. 

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 
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BAB XI 
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN 

PEMBEBASAN DALAM HALTERTENTU ATAS POKOK 
RETRIBUSI 

Pasal 14 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUW ARSA 

Pasal 15 

(1) Hak untuk penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tertangguh apabila: 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik 

langsung mau pun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimanadimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian surat teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) h uruf b adalah Wajib Retribusi dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi 
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari 
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 16 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang 
sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB XIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 17 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
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(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif 
pemungutan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XIV 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 18 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi dan 
biaya pendataan ulang yang terhutang atau kurang dibayar yang 
ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat 
teguran. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal .:ir _ ni :,O!J.4 

LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal ~6 ::ivni i:?0'>4 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

JU~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 
NOMOR 1r 


